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BUPATI ROKAN FILI-,

Menimbang : a. bahwa
fenga

a peruoshan asurmisi kKerangka
pendanaa dar arngeyaran sisa iepih tahun
anggivai. os pocka peru
melakukan perubahan rencana «erja pemerintah daerahn
tahun 2623 sebagarmana telah diatur dalam Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Peroerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan Masai 343 ayat (i) Perataran Menter:
dalam Negeri Nomor 86 Yaenun 20: 7’ tentang Tata Cara

bePerercaiigeil, Pele *

Daerah, Tata Cara Evaiuas: Rancangan Peraturan Dae
tentang Rancangai Poatuien Dusrab tentang Noncune
Pembangunan Jangke Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka MVenengeh Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan JangKa Panjang Daerait,
Rencana Pembangunan Jangks Menengan Daerah, ce.
Rencana Keria Permermteh Daerah, Perubahan Rencanns.
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan denger
Peraturan Bupaty

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seDagaimana
dimaksud daiam hurul a dan nuruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupaeti tentang Perubanan Atas Peraturan
Bupati Neraor 22 “Mao oneg Rencoda Nota

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk:k
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor SS Tah 1999 tentang
Pembentukan Nelupaci Domlevei:, nabubewi hon...
Hulu, Kabupaten
Kabupaten Karumurn,
Kuantan Seneings dan Batam (Lembaran Nege ra

Republix indonesia 939 Nornmor Tambaha
Lembaran Negara Rept Lik indenesia Nomor 3902
sebagaimaneatelan diubah beherape kali, terakhir denge
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Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten. Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
6322);

6.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

7.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842};

8.



10.

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk WYukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tanun 2018 Nomor 157);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Kancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Perabangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistern Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Tahun 2019 Nomor 1_ i),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 202i (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 590};
Peraturan Menteri: Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Nomor 1781);
Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun
2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 470);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerak Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkeat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomcr 11);



Menetapkan

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun
2017 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJUPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2017 Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerai: Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021
Nomor 4);

21. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 22 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor

22);

Te

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR TAHUN 2023.

Pasal j

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nornor 22) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hur
Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI

TRIWULAN KE II
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan
Hilir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan
Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2023

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR

uai dengan aslinya
AGIAN HUKUM
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